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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatariiBelakangiiMasalah 

“Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi, telah 

menjadikan dunia seakan menyatu dalam” “sebuah desa besar” (theiibig 

village), “dimana hubungan antar manusia tidak lagi terbatas pada ruang dan 

tempat dimana tidak akan ada satu negara pun yang mampu menghindari 

gelombang perubahan yang sangat kuat, mengingat globalisasi bergerak 

begitu dinamis, dengan karakternya yang cepat (turbulence), menyebar 

(pervasive) dan menyeluruh (massive) keseluruh penjuru” idunia. 

Perkembanganiiera “globalisasi tersebut selanjutnya telah mempengaruhi dan 

memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai kearifan lokal, yang ditandai dengan 

meningkatnya angka kejahatan yang semakin berkembang baik dari segi 

ruang lingkup, modus operandi maupun” idimensinya. “Kejahatan yang 

dahulu didominir oleh kejahatan-kejahatan tradisional, dewasa ini telah 

berubah” ipesat.
1
 

“Kejahatan yang pada hakekatnya” “as old as man kind it self “ “kini 

berkembang” “as modern as mankind it self“. “Hal ini dibuktikan dengan 

munculnya modus operandi kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan 

                                                 
1
 Simanjutak, Revitalisasi Pemberdayaan Teknologi dalam Penanggulangan Peredaran dan 

Penyalahgunaan Narkoba. http://harian.analisadaily.com/opini/news/revitalisasi-pemberdayaan-

teknologi-dalam-penanggulangan-peredaran-dan-penyalahgunaan-narkoba/39377/2014/06/17, 

2014 

http://harian.analisadaily.com/opini/news/revitalisasi-pemberdayaan-teknologi-dalam-penanggulangan-peredaran-dan-penyalahgunaan-narkoba/39377/2014/06/17
http://harian.analisadaily.com/opini/news/revitalisasi-pemberdayaan-teknologi-dalam-penanggulangan-peredaran-dan-penyalahgunaan-narkoba/39377/2014/06/17
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kemajuan Iptek dengan proses tanpa mengenal” batasiinegara. “Sebagian 

diantaranya tidak lagi menggunakan kekerasan fisik (violence crime) dan 

menghindari sejauh mungkin timbulnya korban langsung (non victim crime) 

bahkan pelaku-pelakunya terorganisir dengan baik” (organizediicrime)
.
 

“Kejahatan yang dahulu didominir oleh kejahatan-kejahatan 

tradisional, dewasa ini telah berubah” ipesat. “Kejahatan yang pada 

hakekatnya” “as old as mankind it self“ kiniiberkembang “as modern 

as mankind it self“. “Hal ini dibuktikan dengan munculnya modus 

operandi kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek 

dengan proses tanpa mengenal batas” inegara. “Sebagian diantaranya 

tidak lagi menggunakan kekerasan fisik (violence crime), dan 

menghindari sejauh mungkin timbulnya korban langsung (non victim 

crime) dan bahkan pelaku-pelakunya terorganisir rapih” (organized 

crime). “Adapun terkait dengan kerangka konseptual transnational 

organized crime, didefinisikan sebagai tindak pidana atau kejahatan 

yang melintasi batas negara dan dilakukan oleh kelompok kriminal 

terorganisir (coorporated or state) dengan jaringan kontak dan relasi 

yang terbentuk diantara pelaku-pelaku dari berbagai belahan dunia”. 
 

“Adapun terkait dengan kerangka konseptual transnational organized 

crime, didefinisikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang melintasi 

batas negara dan dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir (coorporated 

or state) dengan jaringan kontak dan relasi yang terbentuk diantara pelaku-

pelaku dari berbagai belahan” idunia.
2
 “Salah satu genustransnational 

organized crime yang dewasa ini marak terjadi di Indonesia adalah tindak 

pidana peredaran dan penyalahgunaan” inarkoba. “Indonesia telah menjadi 

salah satu negara yang dijadikan pasar utama (market-state) yang paling 

prospektif secara komersial bagi sindikat internasional dari jaringan sindikat 

peredaran gelap narkotika yang berdimensi internasional untuk” itujuan-

tujuaniikomersial. 

                                                 
2
 Raharjo, Trisno, Tinjauan Teoritik terhadap Kejahatan Narkotika sebagai Transnasional 

Organized Crime. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015. 
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“Pengertian Narkotika seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang” Republik Indonesia “Nomor 35 Tahun 2009” tentang 

Narkotika, bahwa narkotika “adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaan, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat” imenimbulkan 

ketergantungan. “Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi 

yang canggih dan Trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkotika di 

Indonesia menunjukkan peningkatan yang” sangatitajam. “Hasil analisis Polri 

atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis 

ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik” iini. “Dengan 

kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi 

ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan 

penyalahgunaan” iNarkoba.
3
 

“Pemakaian narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat 

menimbulkan efek yang membahayakan bagi” tubuhiimanusia. “Narkotika 

apabila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah 

ditentukan akan mengakibatkan” iketergantungan. “Ketergantungan atau 

kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, 

hal ini dikarenakan terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan 

organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati” daniiginjal. 

                                                 
3
 O.C Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia, Cetakan ke-2. Alumni 

Bandung, 2007, h.vii. 
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“Narkotika memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan para 

penyalahguna narkotika” ituiisendiri. “Para penyalahguna narkoba apabila 

sudah kecanduan atau ketergantungan terhadap barang haram tersebut maka 

akan melakukan segala hal untuk dapat memperoleh narkoba dan tidak 

menutup kemungkinan akan berbuat atau melakukan perbuatan yang 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti 

mencuri, menipu, merampok dan bahkan melakukan hal yang tidak 

semestinya dilakukan oleh masyarakat” iumum. “Hal tersebut sejalan dengan 

keterangan dari salah seorang ahli yang telah lama menggeluti bidang obat-

obatan psikoaktif bahwa pada tahap kompulsif ketergantungan, pecandu 

selalu berupaya jangan sampai dirinya merasa mengalami gejala” putusiobat. 

Kondisiiputus “obat (sakaw) selalu dihindari, sehingga individu akan menjadi 

pengedar” (pemasokinarkoba). “Selain memperoleh keuntungan finansial, 

juga akan memperoleh kesempatan menggunakan narkoba itu” isendiri.
4
 

Dampakinegatif “inilah yang menjadi sumber perusak generasi penerus 

bangsa sehingga pemerintah Joko Widodo sangat atensi dan memberlakukan 

kondisi Indonesia” daruratiiNarkoba.
5
 

“Perang terhadap Narkoba, khususnya dalam menanggulangi 

peredaran Narkoba dewasa ini bukan hanya sekedar slogan, akan tetapi sudah 

merupakan” perangiterbuka. “Sebagai langkah yang dilakukan oleh badan 

PBB dalam penanganan masalah Narkoba yaitu United Nation Office on 

                                                 
4
 Gunarsa,  Dari Anak sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan. 

Gunung Mulia, Jakarta, 2009. 
5
 Akuntono, Presiden Jokowi: Indonesia Gawat Darurat Narkoba. 

http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.

Narkoba, 2015. 

http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.Narkoba
http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.Narkoba
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Drugs and Crime (UNODC) telah mengeluarkan model penanggulangan 

Narkoba yaitu melalui” : Pertama, “Pengurangan permintaan (demand 

reduction), upaya yang dilakukan untuk menekan atau menurunkan 

seminimal mungkin ketersediaan” Narkoba “di pasar gelap atau di tengah-

tengah” imasyarakat. “Kedua, Pengurangan persediaan (supply reduction) 

yaitu upaya yang dilakukan guna menekan atau menurunkan permintaan 

pasar atau dengan kata lain untuk meningkatkan ketahanan masyarakat 

sehingga memiliki daya tangkal untuk menolak” ikeberadaannya. Daniketiga, 

pengurangani “dampak buruk (harm reduction) merupakan upaya yang 

dilakukan terhadap pengguna atau korban dengan maksud untuk menekan 

atau menurunkan dampak yang lebih buruk akibat penggunaan dan 

ketergantungan” terhadapiiNarkoba.
6
 

“Salah satu wilayah di” Indonesia yangiirawan terhadapiiperedaran 

narkotikaiiadalah wilayahiihukum Polda Jawa Tengah. Berikut ini disajikan 

data tindak pidana narkotika periode Tahun 2018 dan Tahun 2019. 

Tabel 1.1 

Data Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah 

Tahun 2018 dan Tahun 2019 

No Jenis  

Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Tersangka 

Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Tersangka 

1 Narkotika 1305 1649 1355 1735 

2. Psikotropika 113 134 98 112 

3. Bahan Adiktif 218 249 271 306 

Sumber : Ditresnarkoba Polda Jateng, 2020 

                                                 
6
 Andah, B. 2014, Penasun: Pengurangan Dampak Buruk untuk Pengguna Narkoba Suntik. 

http://bayoeandah99.blogspot.co.id/, 2014. 

http://bayoeandah99.blogspot.co.id/2014/12/penasun.html
http://bayoeandah99.blogspot.co.id/
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Polri merupakan suatu lembaga pemerintahan di negara Indonesia 

yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat (Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polri 

bertanggungjawab atas terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat 

dengan tetap mengedepankan HAM. Hal tersebut sejalan dengan yang 

diamanatkan pada Pasal 4 dan Pasalii13 Undang-UndangiiRepublik Indonesia 

Nomorii2 Tahunii2002 tentangiiKepolisian RepublikiiIndonesia, bahwa: 

Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah: 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

Polri melalui penyidiknya diharapkan dapat melaksanakan tugas 

penyidikan guna melakukan penegakan hukum atas segala bentuk 

penyalahgunaan narkotika. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau 

pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan” ipenyidikan. “Tugas polisi sebagai Penyidik 



23 

 

memegang peranan utama dalam” penyelidikan dan “penyidikan hukum 

pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal” yang termuat dalamiiUndang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

khususnya penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah merupakan aset terpenting Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam menjalankan tugas memberantas tindak pidana narkotika. Akan tetapi, 

berbagai kendala masih dihadapi oleh penyidik dalam penegakkan hukum 

terhadap tindak pidana narkotika. “Penyidik diharapkan mampu membantu 

proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, yang dimana 

penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak” ikejahatan 

narkotikaiisehingga ancaman bahaya narkotika terhadap masyarakat dapat 

diminimalisir. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan kajian penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 

2009 TENTANG NARKOTIKA OLEH DIREKTORAT RESERSE 

NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse 

Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah?”. Untuk mempermudah 
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pembahasan dan fokus penelitian maka peneliti membagi rumusan 

permasalahan tersebut menjadi persoalan-persoalaniisebagaiiiberikut: 

1. Bagaimanaiideskripsi tindakiipidana narkotikaiidi wilayah hukum Polda 

Jateng? 

2. Bagaimana penegakan hukum “Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh” Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Jateng? 

3. Faktor-faktoriiapa “saja yang berpengaruh dalam” penegakkan “Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

oleh” Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan dengan judul “Penegakan 

Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah” adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana narkotika di wilayah 

hukum Polda Jateng. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum “Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda” Jateng. 

c. Untukiimengetahui “dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
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Tahun 2009 tentang Narkotika oleh” Direktorat Reserse Narkoba Polda 

Jateng. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang 

penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan studi ilmu hukum dan ilmu kepolisian, khususnya di 

bidang hukum pidana terkait penegakan hukum “Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ioleh 

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Polri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan” isebagai 

masukan (input) bagi pimpinan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia pada umumnya dan Direktorat Reserse Narkoba 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada khususnya, untuk 

pengambilan keputusan atas penegakan hukum “Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ioleh 

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. 
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2. Bagi Masyarakat 

“Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan” isebagai 

sumber informasi bagi masyarakat “mengenai bahaya narkotika” dan 

sanksi hukumiiyang dapat diterima apabila menyalahgunakan 

narkotika. 

 

D. Kerangka Konseptual 

1. Konsep Tindak Pidana Narkotika 

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk 

tindak pidana khusus, dan ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya 

hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak 

pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP 

sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika 

yang umum dikenal antara lain yaitu penyalahgunaan atau melebihi dosis, 

pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. 

2. KonsepiiPenyidikan 

“Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak” iPidana, Bab IiiPasal 1ii(2) 

menyatakaniibahwa “Penyidikan adalah adalah serangkaian tindakan 

Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
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terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya”. 

3. Implementasi 

Patton dan Sawick “menjelaskan lebih lanjut tentang konsep 

implementasi kebijakan” yakni
7
 “berkaitan dengan berbagai kegiatan yang 

diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif 

mengatur cara untuk  mengorganisir,  menginterpretasikan  dan  

menerapkan  kebijakan yang telah diseleksi, sehingga dengan 

mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan 

efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung 

pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan 

yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi 

realisasi program yang” idilaksanakan”. 

4. Penegakan Hukum 

Istilah Penegakkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

enforcement dalam Black law dictionary diartikan the act of putting 

something such as a law into effect, the execution of a law. Sedangkan 

penegak hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty 

it is to preserve the peace. Penegakkan “hukum Pidana adalah upaya untuk 

menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana 

menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah 

keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya 

                                                 
7
 Tangkilisan, H. N. S, Manajemen Publik, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 9. 
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untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan 

dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada 

yang melanggar larangan” itersebut.
8
 

5. PenanggulanganiiKejahatan 

“Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan” (socialiiwelfare). “Kebijakan 

penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki 

tujuan akhir atau tujuan utama yaitu” “perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat”. 

 

E. Kerangka Teoritis 

1. Teori Implementasi 

Penerapan atau implementasi “dari suatu kebijakan merupakan  

kegiatan yang penting dari keseluruhan” prosesikebijakan. “Suatu program 

kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan 

yang” idiinginkan. “James P. Lester dan Joseph Steward berpendapat 

bahwa implementasi kebijakan dalam pengertian luas, merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan 

teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak dan tujuan yang” idiinginkan.
9
 

                                                 
8
Sudarto, “Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60” 

9
 Budi, Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik,  Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, 

hlm. 102. 
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Selanjutnya Patton dan Sawick “menjelaskan lebih lanjut tentang 

konsep implementasi kebijakan yakni”:
10

 

“Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang 

diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini 

eksekutif mengatur cara untuk  mengorganisir,  

menginterpretasikan  dan  menerapkan  kebijakan yang telah 

diseleksi, sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif 

mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit 

dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta 

melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, 

dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi 

program yang dilaksanakan”. 

 

Sehingga “tahapan implementasi merupakan peristiwa yang  

berhubungan dengan apa” yang terjadi “setelah perundang-undangan 

ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan” dengan 

membentukiioutput yangiijelas daniidapatidiukur. “Dengan demikian tugas 

implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan 

tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan 

program” ipemerintah. MenurutiiRippley daniiFranklin
11

 “ada dua hal 

yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu compliance 

(kepatuhan) dan What’s happening”? (Apaiiyangiiterjadi?).iiKepatuhan 

menunjukiipada “apakah para implementor pada prosedur atau standar 

aturan yang” telahiiditetapkan. Sementaraiiuntuk “what’s happening?” 

mempertanyakanibagaimana prosesiimplementasi ituidilakukan,ihambatan 

yangimuncul, apaiiyang berhasilidicapai, mengapaidanisebagainya.iDalam 

tahapaniiimplementasi atauiipenerapan suatui kebijakaniiyang itelah 

                                                 
10

 Tangkilisan, H. N. S, Manajemen Publik, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 9. 
11

 Ibid, hlm. 18 
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ditetapkaniiperlu “memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam proses 

kebijakan publik agar kebijakan tersebut dapat terlaksana” denganiibaik. 

“Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil sebagaimana” idiharapkan. “Rangkaian kegiatan 

tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan 

yang merupakan interpretasi dari kebijakan” itersebut. “Kedua, 

menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi 

termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan 

tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan 

kebijaksanaan” tersebut. “Ketiga, bagaimana menghantarkan 

kebijaksanaan secara kongkrit” keiimasyarakat.
12

 

“Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses 

implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku 

badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 

dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan 

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung 

atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang 

terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat 

direalisasikan sebagai hasil kegiatan” ipemerintah. 

“Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, 

                                                 
12

 Ibid, hlm. 18 
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(3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga 

saling berhubungan satu” samaiilain.
13

 

a. Komunikasiii 

Keberhasialaniiimplementasi “kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus” idilakukan. “Apa 

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 

ditransmisikan kepada kelompok sasaran” (targetiigroup) 

sehinggaiakan mengurangiidistorsi iimplementasi. “Apabila 

tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan 

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok” isasaran,imaka 

kemungkinaniakan terjadiiresistensi dariikelompokisasaran. 

b. Sumberiidaya 

Walaupuniiisi “kebijakan sudah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 

sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan 

berjalan” iefektif. “Sumberdaya tersebut dapat berwujud 

sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan 

sumber daya” ifinansial. “Sumberdaya adalah faktor penting 

untuk implementasi kebijakan” agariefektif. “Tanpa sumber 

daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi” idokumen 

saja. 

c. Disposisiii 

Disposisiiiadalah watakidan karakteristikiiyang idimiliki 

implementor. “Apabila implementor memiliki disposisi 

yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan 

baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat” ikebijakan. 

Ketikaiiimplementor “memiliki sikap atau perspektif yang 

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai 

pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga 

menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran” 

aparatiirendah. “Berbagai kasus korupsi yang muncul 

dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah 

contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran 

aparat dalam mengimplementasikan” iprogram-program 

pembangunanii 

d. Strukturiibirokrasi 

Strukturiiorganisasi “yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi” ikebijakan. “Salah satu dari aspek struktur 

yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 

operasi yang” (standardiioperating proceduresiiatauiSOP). 
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SOPiimenjadi pedomaniibagi setiapiiimplementor idalam 

bertindak. “Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-

tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini 

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi” itidak 

fleksibel. 

 

Meter dan Horn “mengatakan bahwa yang menentukan 

keberhasilan implementasi kebijakan antara lain” :
14

 

a. Standariidan TujuaniKebijakan (Policyiistandarsiiobjecties) 

Standar “dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama 

pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka 

identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal 

yang penting dalam analisis”. “Karena indikator ini menilai, 

sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan 

kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai 

kasus”. 

b. SumberdayaiiKebijakan (PolicyiiResources) 

Implementasii “kebijakan bukan hanya pada standar dan 

tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang 

digunakan untuk memudahkan” iadministrasi. “Sumberdaya 

yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang 

diharapkan dapat menunjang implementasi yang” iefektif. 

c. AktifitasiiPengamatan daniKomunikasi iInterorganisasional 

(Interoganizationali iComunication andi ienforcement 

Activities)  

Implementasiiyang “efektif memerlukan standar dan tujuan 

program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung 

jawab agar implementasi” itercapai. “Maka perlu 

melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud 

mengumpulkan” iinformasi. “Komunikasi antara organisasi 

merupakan hal yang” ikompleks. “Penyampaian informasi 

kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke 

organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik 

secara sengaja atau” itidak. “Implementasi yang akan 

berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional 

di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan 

pelaksana akan bertindak dengan cara” ikonsisten. 

d. Karakteristiki iPelaksana (TheiiCharactrristics ofiithe 

ImplementingiiAgencies). 

                                                 
14

 Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik. Alaf Riau, 

Pekanbaru, 2008, hlm. 35. 
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Strukturiibirokrasi “dianggap karakteristik, norma dan pola 

hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau 

potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih 

jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan 

kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap 

keputusan-keputusan sub unit dalam proses” iimplementasi. 

Sumberdayai “pelaksana, validitas organisasi, tingkat 

komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan 

horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal 

antara pelaksana dengan pembuat” ikebijakan. 

e. KondisiiiiEkonomi, Sosiali daniiPolitik Padai iwaktu 

implementasiiikebijakan tidaki terlepasiidari ipengaruh 

ekonomi,iisosial daniipolitik (Ekosospol). 

PengaruhiiEksospol “terhadap kebijakan pemerintah telah 

menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru 

sedikit mendapat” iperhatian. “Tapi faktor ini memiliki efek 

yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas” ipelaksana. 

Adaiibeberapa “hal yang berhubungan dengan faktor 

Eksospol yaitu”: 

1) Apakahi “sumber daya-sumber daya ekonomi yang 

tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai 

untuk menunjang keberhasilan” ipelaksanaan. 

2) Sejauhmanaiiatau “bagaimana kondisi-kondisi sosial 

ekonomi yang akan mempengaruhi” ipelaksanaan 

kebijakan. 

3) Bagaimanai “sifat umum, seberapa jelas masalah 

kebijakan yang” iterkait. 

4) Apakahiikelompok “elite menyetujui atau” imenentang 

pelaksanaaniikebijakan. 

5) Apakahi “karakteristik pertisipan dari organisasi 

pelaksana; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk 

kebijakan” itersebut. 

 

 

2. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum didefinisikan oleh Sudarto, sebagai berikut: 

Istilah Penegakkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

enforcement dalam Black law dictionary diartikan the act of 

putting something such as a law into effect, the execution of a 

law. Sedangkan penegak hukum (law enforcement officer) 

artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace. 

Penegakkan “hukum Pidana adalah upaya untuk 

menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum 

pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van 

Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh 
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negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni 

dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On 

Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang 

melanggar” laranganiitersebut.
15

 

 

Hukum pidana merupakan suatu peraturan yang menentukan segala 

perbuatan apapun yang dilarang dan termasuk dalam kategori tindak 

pidana atau kriminal, serta menentukan sebuah hukuman yang pantas bagi 

pelakunya sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku 

dalam suatu negara. “Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh 

yang langsung terhadap lembaga-lembaga” kemasyarakatan “yang artinya 

bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-

perubahan” isosial.
16

 

“Menurut Satjipto Raharjo Penegakkan hukum merupakan suatu 

usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial 

dan keadilan menjadi” ikenyataan.  

Prosesiperwujudan “ketiga ide inilah yang merupakan hakekat 

dari” Penegakkanihukum. Penegakkan “hukum dapat diartikan 

pula penyelenggaraan hukum oleh petugas” Penegakkan 

hukumiidan “setiap orang yang mempunyai kepentingan dan 

sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum 

yang” berlaku
17

 Membicarakan Penegakkan hukum pidana 

sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu 

sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh 

aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi 

masalah-masalah dalam Penegakkan hukum. Oleh karena itu, 

dalam menangani masalah-masalah dalam Penegakkan hukum 

pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara 

penal (hukumiipidana) dan non penal (tanpa menggunakan 

hukum pidana). Secaraiteoritis penegakkanihukumiimerupakan 

                                                 
15

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60 
16

Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, 2013, 

hlm. 124. 
17

Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, 

hlm. 15. 
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“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian hidup”. Penegakkan “hukum bukanlah semata-mata 

berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau 

berupa keputusan-keputusan” ihakim. “Masalah pokok yang 

melanda” Penegakkan “hukum yakni terdapat pada faktor-

faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun” itidak 

langsung. “Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral 

sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun” dampak 

negatif. “Dilihat dari segi faktor” Penegakkan “hukum itu 

menjadikan agar suatu kaidah hukum” benar-benariberfungsi.  

 

“Proses Penegakkan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto 

dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu”:
18

 

a. Faktoriihukumnya “sendiri dibatasi dari berlakunya” 

Undang-undang “mengenai asas dan tujuan berdampak 

positif. Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat 

permasalahan-permasalahan yang dapat” imenghambat 

Penegakkanihukum,iyakni: 

1) Tidakidiikuti asas-asasiberlakunyaiiundang-undang.  

2) Belumiiadanya peraturan-pelaksanaani yangiisangat 

dibutuhkaniiuntuk menerapkaniiundang-undang.  

3) Ketidakjelasaniarti kata-kataiidi dalamiiundang-undang 

yangi mengakibatkaniikesimpangsiuran dii idalam 

penafsiraniisertaiipenerapannya.   

b. Faktoriipenegak hukumiyaitu pihak-pihakiyangimembentuk 

maupuniimenerapkaniihukum.  

IstilahiiPenegakkan “hukum mencakup mereka yang 

secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di 

bidang” Penegakkaniihukum, “seperti di bidang kehakiman, 

kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan” idan 

permasyarakatan. “Penegak hukum merupakan golongan 

panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya 

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna 

menampung” aspirasiiimasyarakat. “Penegak hukum harus 

peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya 

dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut 

ada hubungannya dengan Penegakkan hukum” ituiisendiri. 

c. Faktoriisarana “yang mendukung Penegakkan hukum 

supaya berjalan” ilancar. 
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Ibid, hlm. 45. 
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“Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa 

tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di 

dalam program-program pencegahan dan pemberantasan 

tindak” ipidana. “Tidak mungkin Penegakkan hukum akan 

berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas 

tertentu yang ikut mendukung” dalamiipelaksanaanya.  

d. Faktoriimasyarakat :iiyakni lingkungan dimana” ihukum 

tersebutiiberlaku.  

Penegakkan “hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat 

itu” isendiri. “Secara langsung masyarakat dapat 

mempengaruhi Penegakkan” ihukum. “Hal ini dapat dilihat 

dari pendapat masyarakat mengenai” ihukum. Makaimuncul 

kecenderunganiiyang “besar pada masyarakat mengartikan 

hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak 

hukumnya” isendiri. “Ada pula dalam golongan masyarakat 

tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau 

hukum positif” itertulis.  

“Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka 

Penegakkan” ihukum, “tidak semuanya diterima masyarakat 

sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan 

terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya 

mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud 

hukuman atau penjatuhan pidana apabila” idilanggar. “Hal 

itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para 

penegak hukum semata atau petugasnya” isaja. 

e. Faktorikebudayaan “yakni sebagai hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan” ihidup. 

“Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku 

bagi pelaksana hukum maupun pencari” ikeadilan. “Nilai-

nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai 

apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang 

dianggap buruk seharusnya” idihindari. “Mengenai faktor 

kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh 

dalam hukum, yakni”: 

1) Nilaiiiketertiban daninilaiiiketentraman. 

2) Nilaiiijasmaniah daniinilai rohaniahii(keakhlakan).  

3) Nilaiiikonservatisme daniinilaiiiinovatisme. 
 

 

“Faktor penegak hukum akan digunakan sebagai pisau analisis 

untuk menganalisis” penegakan hukum “Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh” Direktorat 
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Reserse Narkoba Polda Jateng “serta faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam” penegakkan hukum tersebut. “Hal ini dikarenakan” penegakkan 

hukumitidak “hanya dipengaruhi oleh faktor internal kepolisian, melainkan 

budaya-budaya yang selama ini melekat pada suatu kelompok” individu. 

 

3. TeoriiiPenanggulanganiiKejahatan 

“Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan” (socialiiwelfare). “Kebijakan 

penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki 

tujuan akhir atau tujuan utama yaitu” “perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan” imasyarakat. “Kebijakan penanggulangan 

kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan 

penegakan hukum” (lawienforcementiipolicy). “Kebijakan penegakan 

hukum merupakan bagian dari kebijakan social” (socialiipolicy) “dan 

termasuk juga dalam kebijakan legislatif” (legislativeiipolicy).iiPolitik 

kriminaliipada “hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan 

sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai” kesejahteraaniisosial.
19

 

“Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan 

penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan” itinggi 

kompleksitasnya. “Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan 

merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang 

                                                 
19

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta,  Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2. 
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memerlukan pemahaman” itersendiri. “Kejahatan sebagai masalah sosial 

ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh daniiterkait dengan 

gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia 

merupakan” socio-politicaliiproblems.
20

 

“Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah 

usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal” (criminaliipolitic). 

Tujuaniiakhir “dari politik kriminal adalah suatu perlindungan” 

masyarakat. “Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian 

dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari 

keseluruhan kebijakan” isosial. “Upaya penanggulangan kejahatan yang 

dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan 

kebijakan yang diterapkan terhadap” orangiidewasa. “Di dalam upaya 

penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, 

dalam” iarti:
21

 

1. “Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial”. 

2. “Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan” ipenal 

“maupun non penal”. 

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih 

menitikberatkan pada sifat” “repressive” (penindasan/pemberantasan/ 

penumpasan) sesudahikejahataniterjadi, sedangkanijalur “non-penal”ilebih 

menitikberatkani padaiisifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) 

                                                 
20

 Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.72. 
21

 Ibid, hlm.75. 
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sebelumiikejahataniiterjadi. “Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, 

karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan 

preventif dalam arti” iluas.
22

 

“Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 

bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan”:
23

 

1. Penerapaniihukumipidana (criminaliilawiiapplication); 

2. Pencegahanitanpaiipidana (preventioniiwithoutipunishment) 

3. Mempengaruhiipandangan masyarakatimengenai ikejahatan 

daniipemidanaan lewatiimedia imassa (influencingiviews 

ofisociety onicrime andipunishment/mass media) 

 

“Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan 

kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal 

dan non” ipenal. 

1. PenanggulanganiiKejahatan DenganiiHukum Pidanaii(UpayaiiPenal) 

MenurutiBarda NawawiiArief,
24

bahwa “upaya penanggulangan 

lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan 

melalui jalur hukum” ipidana. “Upaya ini merupakan upaya 

penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni 

tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan 

hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang” itelah 

dilakukan. “Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan 

dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan 

pembinaan maupun” irehabilitasi. 
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“Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, 

criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan 

hukum pidana secara menyeluruh” atauitotal. “Kebijakan hukum pidana 

merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal”: 

a. Bagaimanaiiupaya pemerintahi untukiimenanggulangi 

kejahataniidengan hukumiipidana; 

b. Bagaimanaimerumuskan hukumipidana agaridapat sesuai 

denganikondisiimasyarakat; 

c. Bagaimanaiikebijakan pemerintahiiuntuk imengatur 

masyarakatiidengan hukumipidana; 

d. Bagaimanaimenggunakan hukumipidana untukimengatur 

masyarakatidalam rangkaiimencapai tujuaniiyang ilebih 

besar.
25

 

 

“Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga 

mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan 

penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek 

pencegahan/penangkalnya” (deterrentieffect). “Di samping itu, 

kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, 

karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial 

untuk menyalurkan” ketidaksukaaniimasyarakat (socialiidislike)iiatau 

pencelaan/kebencianisosial (socialidisapproval/social iabhorrence) 

yangiisekaligus jugaidiharapkan menjadiisarana “perlindungan sosial” 

(socialidefence). “Oleh karena itu sering dikatakan bahwa” “penal 

policy” merupakaniibagian integraliidari “social defence policy”.
26
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“Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh” yang 

mengemukakaniitiga “alasan yang cukup panjang mengenai masih 

diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai 

berikut”: 

a. Perluiitidaknya “hukum pidana tidak terletak pada persoalan 

tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan 

seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan 

paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, 

tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari 

batas-batas kebebasan pribadi” imasing-masing. 

b. Adaiiusaha-usaha “perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai 

arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada 

suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah 

dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan” begituiisaja. 

c. Pengaruhiipidana “atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan 

pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak 

jahat yaitu warga masyarakat yang menaati” inorma-norma 

masyarakat. 

2. PenanggulanganiiKejahatan TanpaiiHukum Pidanaii(UpayaiNoniPenal) 

“Menurut Barda Nawawi Arief”
27

 bahwaiupayaipenanggulangan 

lewatiijalur “non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang 

dilakukan melalui jalur di luar” hukumiipidana. “Upaya ini merupakan 
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upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, 

yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum” terjadinyaikejahatan. 

Melaluiiiupaya “nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi 

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat menimbulkan atau” menumbuhsuburkan 

kejahatan. 

“Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan 

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar”  

hukumiipidana. “Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan 

dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam 

rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; 

penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, 

agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak 

dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara 

berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan” ilainnya. iKebijakan 

non-penaliiini “dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh 

sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-

kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai 

pengaruh preventif terhadap” ikejahatan. “Dengan demikian, maka 

kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai 

kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus 
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diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari 

politik” ikriminal.
28

 

“Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber 

lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media 

pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan 

istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari 

aparat penegak” ihukum. “Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah 

mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan 

secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh 

preventif bagi penjahat (pelanggar hukum)” ipotensial. “Sehubungan 

dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian 

di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada 

pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan 

masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang” iperlu 

diefektifkan.
29

 

“Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa 

upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk 

menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan 

hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor 

kriminogen” (sebab-sebabiiterjadinyaiikejahatan). Ini berarti, 

masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor 
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penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan 

bagian integral dari keseluruhan politik” ikriminal. 

“Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, 

dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini 

lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif” atauiipencegahan. 

Haliiini “seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang 

sifatnya” irepresif. “Ada pendapat yangiimengatakan bahwa mencegah 

lebih baik daripada” imengobati. “Demikian pula W.A. Bonger 

mengatakan”: 

“Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih 

baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia 

kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa 

mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba 

mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini 

juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai 

tujuannya”.
30

 
 

“Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan” “non 

penal” “akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor 

penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah 

atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan perdagangan 

orang” itersebut. “Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan 

penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus 

baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan 

bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila 
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efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan 

dapat berkurang” daniitertangani. 

“Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur 

hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi 

faktor-faktor” ikriminogen. “Beberapa catatan kongres PBB” itentang 

“the Prevention of Crime and the Treatment of Onffenders” itersebut, 

memberiiikesan “bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta strukural 

masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya” ikejahatan 

(kriminogen). “Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah 

barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan”   

diiimasyarakat. “Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang 

hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh 

sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu 

diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta 

mengatasi faktor-faktor kriminogen” itersebut. “Faktor-faktor 

kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu 

dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (criminal 

policy) dengan politik sosial (social policy), atau dengan kata lain di 

dalam politik social perlu dimasukkan pula” politikiikriminal. “Dari 

jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih 
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dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum 

pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilanipidana.
31

 

“Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk 

menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar 

permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya” ikejahatan. 

Kebijakaniinon-penal “meliputi bidang yang sangat luas karena 

mencakup hampir seluruh bidang kehidupan” imasyarakat. “Kebijakan 

non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan 

sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi” imasalah 

kejahatan. “Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres 

PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai Crime Trends and 

Crime Prevention Strategies yang antara lain dikemukakan”: 

a. Bahwaiimasalah “kejahatan merintangi kemajuan untuk 

pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua” iorang 

(theiicrime problemiiimpodes progressiitowards ithe 

attainmentiiof aniiacceptable qualityiiof lifeifor allipeople); 

b. Bahwaiistrategis “pencegahan kejahatan harus didasarkan 

pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang 

menimbulkan kejahatan” (crimeiiprevention istrategies 

shouldiibe basediiupon theiielimination ofiicauses iand 

conditionsiigiving riseiitoiicrime); 

c. Bahwaiipenyebab “utama dari kejahatan di banyak negara 

ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, 

standar hidup yang rendah, pengangguran dan 

kebutahurufan di antara golongan besar penduduk” (the 

mainiicauses ofiicrime iniimany countriesiiare socialiiin 

equality,iiracial andiinational idiscrimination, lawistandard 

ofiiliving, unemploymentiiand illiteracyiiamong ibroad 

sectionsiiof theiipopulation). 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum adalah 

sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan 

metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang 

harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut 

suatu rencana tertentu.
32

 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-

cara ilmiah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan harus tepat. 

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian 

hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma 

atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini 

menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun 

hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, 

kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer 

yang diperoleh dari lapangan. 

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya 

adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 
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memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan 

data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum 

Undang-UndangiiRepublik “Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika oleh” Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. 

 

2. Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland “sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen” daniilain-lain.
33

 Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari data lapangan. 

Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara 

langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang 

akan dibahas, dalam hal ini sebagai responden adalah: 

1) Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng. 

2) Kabag Binopsnal Ditresnarkoba Polda Jateng. 

3) Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng. 

4) Masyarakat di wilayah hukum Polda Jateng. 

Adapun jenis bahan hukum dapat yang digunakan dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sumber data primer, 

sumber data sekunder dan sumber data tertier. 
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b. Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer 

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yang 

mengikat yang terdiri dari: 

a) KUHAP 

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

c) Undang-UndangiiRepublik “Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Pengesahan United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime” (KonvensiiiPerserikataniBangsa-

Bangsai MenentangiiTindak Pidanai iTransnasional iYang 

Terorganisasi). 

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 

e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan data sekunderyaitu sumber data yang bersifat tidak 

mengikat, yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan dokumen 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan 

hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. 
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a) Buku-bukuiiilmiah diiibidangiihukum. 

b) Makalah-makalah. 

c) JurnaliIlmiah. 

d) ArtikeliiIlmiah. 

e) Interneti 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam 

penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi : 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

b) Kamus hukum. 

c) Ensiklopedia. 

 

3. Metode Analisis Data 

“Sesuai dengan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan 

data melalui”iwawancara, observasiidan pemeriksaan dokumenikemudian 

dilakukaniianalisis “data dengan langkah-langkah reduksi data, sajian data 

(datadisplay) dan penarikan kesimpulan/verifikasi meliputi”: 

a. Reduksi data 

“Reduksi data adalah merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari” teman danipolanya.iDengan 

demikianiidata “yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya” bilaidiperlukan. “Reduksi tidak perlu 
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diartikan sebagai kuantifikasi” idata. “Reduksi data merupakan salah 

satu dari teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhir dapat” idiambil. Penelitianiiterkait penegakan hukum “Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

oleh” Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng melibatkaniibeberapa 

informan. “Bila informan tersebut memberikan informasi” diluar “yang 

dibutuhkan peneliti, maka informasi tersebut” dapatidibuang. “Sehingga 

informasi-informasi yang diperoleh dari informan” namun di luar 

daripadaiifokus “penelitian dapat dibuang” sehingga “penelitian bisa 

menjadi” lebihiifokus. 

b. Sajian data (dataiidisplay) 

“Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis” idata 

kualitatif. Dalamiipenelitian penegakan hukum “Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ioleh 

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng “ini penyajian data dilakukan 

menggunakan matriks, bagan” daniigambar. “Dengan melihat sajian 

data, maka peneliti maupun pembaca akan memahami apa yang telah 

terjadi dan dapat memberikan pengertian penjelasan tentang suatu 

jawaban dari permasalahan” yangiiditeliti. 
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c. Penarikaniikesimpulan/verifikasi 

“Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

data” ikualitatif. “Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan yang dilakukan setelah” iproses 

pengumpulan berakhir, kemudian dilakukan verifikasi dengan cara 

melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas 

pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 

Dari data yang telah peneliti dapatkan dan telah direduksi, kemudian 

langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode trianggulasi, yaitu memadukan antara data, fakta dan konsep 

ataupun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam 

penulisan ini. 

 

G. SistematikaiiPenulisan 

“Untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang 

penelitian ini, maka penulisan” tesis “ini secara sistematis terdiri dari” empat 

babiidengan sistematikaiipenulisan sebagaiiiberikut : 

BABiiI PENDAHULUANi 

Padaiibab iniiimembahas latar belakangiipermasalahan yangiterkait 

denganiipenegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Jateng, rumusan permasalahaniyang dirumuskanike 

dalamiipokokipermasalahan. Padaibab iniiijuga memuatitujuaniyang 
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inginidicapai,iimanfaatiipenelitian, kerangka konseptual, kerangka 

teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BABiII TINJAUANiPUSTAKAi 

Memuatitentang kajianiikepustakaan yangiimeliputi kajian tugas dan 

fungsi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, kajian umum 

tentang penegakan hukum, kajian tentang kejahatan narkotika, serta 

kejahatan narkotika dari pandangan Islam. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab III memuat tentang temuan hasil penelitian yang berasal 

dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen yang meliputi 

deskripsi tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jateng, 

penegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba 

Polda Jateng, serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

penegakkan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Temuan penelitian tersebut 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang 

telah ditentukan penulis. 

BABiIV PENUTUPi 

Padaibab IV merupakanipenutup yangiberisi tentangikesimpulanidan 

saran. 

 

 


